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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi
implementasi kebijakan"perlindungan konsumen atas peredaran produk pangan tanpa ijinsedar (TIE) oleh Badan
POM RI di Kota Pentianak. Adanya hambatan berkaitan dengan masih banyak temuan peredaran produk pangan
tanpaijin edar di'Kota Pontianak dan masih banyak pelaku usaha yang melakukanspel anggarandndang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 ftentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak. Penulis menggunakan teori
implementasi dari Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014:158) yang mengatakan bahwa ada variabel yang
mempengaruhi kinerjaimplementasi kebijakan sebagai berikut: ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan,
sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar ‘organisasi dan kegiatan pelaksana, karakteristik badan-badan
pelaksana, kondisi=kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan kecenderungan pelaksana. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) ukuran dasar dan'tujuan kebijakan, tujuan implementasi perlindungan.konsumen sudah
tercapai dan dimengerti oleh para implementor. (2) sumber kebijakan, Sumber Daya Manusia dari BBPOM dan
LPKL KALBAR masih kekurangan personil, dan dari~segi anggaran tidak adanya dukungan anggaran dari
pemerintah daerah terhadap LPKL KALBAR dalam melaksanakan kebijakan, sedangkan sumber,daya peralatan
sudgh tersedia. (3) karakteristik badan pelaksana, bahwa agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya sesuai
dengan SOPR.yang sudah menjadi prosedur kerja. (4) komunikas antar organisasi dan kegiatan pelaksana, sudah
menunjukkan bahwa komunikas yang terjalin antara sesama agen pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan
baik," namun komunikas yang terjalin antara fagen pelaksana dengan masyarakat masih belum sepenuhnya
berhasil. (5) kecenderungan pelaksana, secara repon, kontrol dan pengetahuan terhadap kebijakan sudah cukup
baik. (6) kondisi ekonomi, sosial, dan politik, bahwa kondisi_ ekonomi dan sosial pada masyarakat masih belum
mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan, sedangkan kondisi politik pada masyarakat sudah cukup baik.
Implementor harus lebih meningkatkan sistem pengawasan di setiap sarana. Serta sosialisasi harus dilakukan
secara berkala dan merata agar masyarakat mengetehui dan mendukung adanya sebuah kebijakan dari
pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak konsumen.

Kata-kata Kunci: Kinerja, implementasi, kebijakan, perlindungan-kensumen.

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the variables that influence the implementation of consumer
protection policy over food products without the circulatory path permission (TIE) by BPOM RI Pontianak town.
The existence of barriers related to the circulation of findings, there are still many food products without
circulation permit from the city of Pontianak and many businessmen who do breach the Act number 8 of 1999 on
the protection of Consumersin the city of Pontianak. The author uses the theory of implementation of Van Meter
and Van Horn (Winarno, 2014:158) which says that there are variables that affect the performance of the
implementation of the policy are as follows: size-the size of the base and policy objectives, policy sources,
communication between the Organization and implementing activities, characteristics of the implementing
agencies, economic conditions, social and palitical, and implementing tendencies. The results showed that: (1)
the size of the base and the policy objectives, the purpose of the implementation of consumer protection already
achieved and understood by the implementor. (2) the source of the human resources policy of the BBPOM and
LPKL WEST KALIMANTAN was still a shortage of personnel, budget and in terms of the absence of support
from the local government budget towards LPKL WEST KALIMANTAN in carrying out policies, whereas
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resources equipment are readily available. (3) implementing agency characteristics, that the implementing
agency has aready run its task in accordance with SOP to the work procedures. (4) communication between the
Organization and the activity implementer, already shows that communication between the implementing
agencies undertaken policy is already well underway, but the communication between the implementing
agencies with intertwined communities still have not been entirely successful. (5) implementing trend, in
response, control and knowledge against policy is already quite good. (6) the conditions of the economic, social,
and political, economic and social conditions that the community still do not support towards the implementation
of the policy, while the political conditions on the community is already good enough. Implementor should
further enhance the surveillance system in any means. And dissemination should be done regularly and evenly so
that the community is aware of and supports the existence of a policy of the Government which aims to protect

the rights of consumers.

Keywords: Performance, implementation, policies, consumer protection.

A. PENDAHULUAN

Kota Pontianak adalah merupakan
ibu” kota Provins Kalimantan. Barét,
Indonesia. .. Kota Pontianak memiliki
masyarakat dengan berbagai macam sektor
pekerjaan. sektor pekerjaan perdagangan,
hotel dan rumah makan cukup memberikan
26,96%,  sektor
bangunan sebesar 20,07%, sektor jasa-jasa
sebesari17,24%, sektor pengangkutan dan

kontribusi sebesar

komunikasi 17,43%, serta pertanian
sebesar 18,30% yang cukup mendorong
pertumbuhant.ekonomi di Kata Pontianak
sadt ini.

Hal tersebut-menunjukkan bahwa
sektor perdagangan di kota Pontianak
cukup berperan penting di daam
meningkatkan PDRB (Produk Domestik
Regional Bruto) Kota Pontianak. Hal
tersebut untuk mencegah adanya bentuk
penyimpangan yang dilakukan oleh para
pelaku usaha, maka pemerintah Indonesia
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telah membuat  perattran  tentang
perlindungan  konsumen. Perlindungan
konsumen adalah segala upaya“iyang
menjamin adanya kepastian, hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.
Berdasarkan Undang-undang /Nomor | 8
Tahun 1999 tentang
konsumen diddam pasa® 4 telah
menjelaskan tentang hak atas kenyamanan,

kesdamatan dalam

perlindungan

keamanan, dan
mengkonsumsi barang/jasa.

Bala Besar Pengawasan Obat dan
Makanan (BBPOM) di . Pontianak
merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia yang _bertugas di dalam
mengawas peredaran obat-obat tradisional,
suplemen  kesehatan, kosmetik, dan
makanan di wilayah Indonesia.

Adapun temuan produk pangan
tanpa ijin edar oleh Baa Besar POM
Pontianak, yaitu sebagai berikut: Pama Hot
and Spicysebanyak 23 bungkus, Bailing
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Mushroom sebanyak 6 kaleng, sosis ayam
madu sebanyak 329 bungkus Crab
Flavoured Stick sebanyak 137 bungkus,
Apollo Crush sebanyak 11 kotak, dan
Permen Hacks sebanyak 400 bungkus.

Dari hasil temuan produk pangan
tanpa ijin edar oleh Baa Besar POM
Pontianak, menunjukkan bahwa pelaku
usaha  tersebut  sudah _»smelakukan
pelanggaran terhadap~ Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999

Perlindungan” Konsumen khususnya yang

téntang

terdapat,pada pasal' 8 ayat 1 yang berbunyi:
pelaku usaha dilarang memproduksi dan
atau memperdagangkan barang dan atau
jasa yang (a)-tidak memenuhi atau tidak
sesual dengan standar yang dipersyaratkan
dan ketentuan perundang-undangan.

Dalam konteks ini sudah jelas
bahwa produk pangan yang tidak memiliki
ijin edar dari Badan POM sudah dilarang
untuk diperjua-belikan kepada konsumen,
karena produk pangan yang tidak memiliki
ijin edar (TIE) tersebut belum melalui uji
laboratorium . dan  masih® - diragukan
kandungan zat: yang terkandung " di
dalamnya, sehingga hak-atas kenyamanan,
keamanan, dan  kesdlamatan  bagi
konsumen belum terjamin.

Kepala Seksi Badan Pemeriksaan
Obat dan Makanan (BBPOM) Kota
Pontianak yang dihubungi Rakyat Kalbar
(ddam Rekyat Kabar, 17/6/2015),
menyatakan siap turun ke Hypermart Mega
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Mall A. Yani Pontianak terkait dengan
ditemukannya ayam biru dan beberapa
produk yang sudah kadal uarsa tetapi masih
sga dipgang untuk dijua. Sayangnya
instans di Pemkot ini tidak kompak dalam
sebuah tim untuk melakukan Sidak,
ujarnya.

Dalam konteks ini menunjukkan
bahwa masih lemahnya komunikasi antar
lembaga yang ada.di Kota Pontianak di
dalam melakukan Sidak*gabungan, baik itu
dari lembaga Balai Besar Pengawas Obat
dan ;Makanan (BBPOM) maupun dari
lembaga lainnya, sehingga peran dasar dari
BBPOM vyaitu sebaga |lembaga pengawas
obat idan makanan masih kuarang optimal,
dan menyebabkan kelalaian yang berujung
pada penemuan ayam busuk atau tidak

layak untuk dikonsumsi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

I mplementasi K ebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye
(dalam Arifin Tahir, 2014:25) ““Public
policy is what.ever-goverments choose to
do or not to do”, Dye menjelaskan apa
yang dilakukan dan atau tidak dilakukan
oleh pemerintah, apa penyebab atau yang
mempengaruhinya, dan apa dampak dari
kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau
tidak dilaksanakan.



PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara VVolume 6 Nomor 2 Edis Juni 2017

Timtuss (dalam Nawawi, 2009b:6)
mendefinisikan kebijakan sebaga prinsip-
prinsip yang mengatur tindakan yang
diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.
Kebijakan menurut timtuss senantiasa
beroriantas kepada masalah (problem
oriented) dan berorientasi pada tindakan
(action oriented).

Anderson (dalam Agustino, 2012:7)
memberikan pengertian~kebijakan publik,
sebagai  “serangkaian Kkegiatan yang
mempunyai smaksud/tujuan tertentu yang
diikuti dan dilakSanakan oleh ‘seroang
aktor” atau _sekelompok aktor yang
berhubungan_dengan suatu permasalahan
atau suatu™ hal yang diperhatikan”.
Sedangkan. _Prewitt (dalam Agustino,
2012:6) m..kebijakan  publik  sebagai
keputusan tetap yang dicirikan dengan
konsistensi dan pengulangan tingkah laku
dari mereka yang membuat dan dari
mereka yang mematuhi keputusan tersebuit.
Menurut Rose (dalam -Agustino, 2012:7)
berpendapat;. bahwa: kebijakan. sebagai
sebuah rangkaian panjang dari banyak atau
sedikit kegiatan. yang berkepentingan
sebagal keputusan yang-berlainan.

Dari beberapa pengertian yang di
sampaikan oleh beberapa ahli mengenal
kebijakan publik, maka dapat disimpulkan
bahwa kebijakan publik merupakan suatu
bentuk tindakan keputusan yang dilakukan
oleh  badan-badan  atau
kelompok ataupun pejabat-pejabat publik

kel ompok-
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untuk memecahkan suatu permasalahan
publik yang sering terjadi di  suatu
lingkungan.
Model Implementasi Kebijakan Publik
Daam studi kebijakan publik
terdapat banyak model implementas
kebijakan,
kebijakan publik model Van Meter dan
Van Hormy,, Mazmanian dan Sabatier,
Grindle, dan C.Edward I11. Namun Peneliti
lebih ‘menggunakan model implementasi
kebijakan yang'ditawarkan oleh Van Meter

diantaranya  implementasi

dan Van Horn.

Menurut model Van Meter dan'Van
Horn (dalam Winarno, »+2014:158) ada
enam variabel yaitu, sebagaisberikut:

1. Ukuran-Ukuran Dasag=dan Tujuan-

Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn
(dalam Winarno, 2014:159) identifikasi
indikator-indikator kinerja merupakan
tahap ..yang krusial dalam analiss
implementasi  kebijakan. Menudrut Van
Meter dan Van Horn (dalam Winarno,
2014:159) '‘bahwa ada dua penyebab
mengapa hal tersebut bisaterjadi. Pertama,
mungkin desebabkan oleh bidang program
yang terlalu luas dan sifat tujuan yang
kompleks. Kedua, mungkin akibat dari
kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-
kontradiks dalam pernyataan ukuran-
ukuran dasar dan tujuan-tujuan.

2. Sumber-Sumber Kebijakan.
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Di samping ukuran-ukuran dasar
dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu
mendapatkan perhatian dalam proses
implementasi  kebijakan adalah sumber-
sumber yang tersedia. Sumber-sumber
layak mendapatkan perhatian karena
menunjang  keberhasilan  implementasi
kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud
mencakup  dana  atau _sperangsang
(incentive) lain yang~"mendorong dan
memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikas antar, Organisas dan

Kiegiatan-K egiatan Pel aksanaan.

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-
tujuan tidak dapat dilaksanakan tkecuali
jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan
itu. dinyatakan dengan cukup jelas,
sehinggaspara pelaksana dapat mengetahui
apalyang diharapkan dari ukuran-ukuran
dasar; dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi di
dalam! dan antara organisasi merupakan
suatu proses yang kompleks dan sulit.

4. Karakteristik Badan-Badan

Pelaksana.

Van Meter dan Van-Horn, (dalam
Winarno, 2014:166), bahwa struktur
birokras diartikan sebagai.. karakteristik-
karakteristik, norma-norma, dan pola-pola
hubungan yang terjadi berulang-ulang
dadam badan-badan  eksekutif yang
mempunyai  hubungan bak potensial
maupun nyata dengan apa yang mereka

miliki dengan menjalankan kebijakan.
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5. Kondis-Kondisi Ekonomi, Sosial,
dan Politik.

Kondisi-kondisi  ekonomi, sosid,
dan politik merupakan variabel selanjutnya
yang telah diidentifikaskan olen Van
Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-
kondis ekonomi, sosia, dan politik pada
kebijakan  publik

perhatianyang besar selama dasawarsa

merupakan  pusat

yang lalu
6. " Kecenderungan Pelaksana

(Implementor).

Van Meter dan Van Horn, (dalam
Winarno, 2014:168) berpendapat bahwa
setigp © komponen yang™ dibicarakan
sebelumnya harus disafing melalui
persepsi-persepsi pel aksana dalam
yurisdiksi di mana kebijakan tersebut
dihasilkan. Disposisi implementor
mencakup tiga hal penting, yakni |1 (a)
respons implementor terhadap kebijakan,
(b) pengetahuan (cognition), dan (c)

intesitas disposisi implementor.
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Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

v

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

Identifikasi M asalah:

1. Berdasarkan data BBPOM Kota Pontianak,
bahwa masih ditemukan peredaran produk pangan
tanpa ijin edar di Kota Pontianak, seperti produk
pama hot and spicy, bailing mushroom, sosis
ayam madu, crab flavoured stick, apollo crush,
dan permen hacks.

2. Berdasarkan data BBPOM Kota Pontianak,
bahwa masih ditemukan pelaku usaha yang
melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang
tentang Perlindungan Konsumen di Kota
Pontianak.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam
Winarno, 2014:159), ada enam variabel yang
mempengaruhi kinerjaimplementasi kebijakan,
sebagai berikut:

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan
K ebijakan.
2. Sumber-Sumber Kebijakan
3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-
K egiatan Pelaksanaan.
4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana.
5. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik.
6. Kecenderungan Pelaksana.

A 4

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas
Peredaran Produk Pangan Tanpa ljin Edar (TIE) Oleh
Badan POM RI di Kota Pontianak Lebih Optimal

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu
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2013:2).
penelitian yang penulis gunakan adalah
jenis penelitian deskriptif kualitatif
Adapun langkah-langkah dalam

penelitian kualitatif (dalam Pasolong,
2013:162) adalah sebagai berikut:

1. Studi pendahuluan.

2.. Pembuatan desain penelitian.

3. Seminar pradesain.

4. Turun di lapangan.

(Sugiyono, Adapun jenis

5. Pengumpulan data.
6. Andisadata.

Subjek penelitian adalah benda, hal
atau orang yang pada halnya melekat data
tentang’ objek
2007:166). Daam penelitian ini, teknik
penetuan subjek penelitian=" dilakukan

penelitiah  (Moleong,

secara Purposive artinya pengambilan
informasi  disesuailkan dengan tujuan
penelitian. Dalam penelitian kudlitatif
instrumen utamanya adalah peneliti sendiri.

Namun.__ selanjutnya  setelah © fokus
penelitian menj adli jelas, maka
kemungkinan akan dikembangkan

instrumen ‘penelitian  sederhana, yang
diharapkan dapat melengkapi data dan
membandingkan=dengan data yang telah
ditemukan melalui observasi, wawancara
dan dokumentasi (Sugiyono, 2011:223).

Di dalam melaksanakan penelitian
ini, peneliti mempergunakan tiga cara
teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi. Daam ha ini pendliti
mengamati secara langsung kepada
6
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obyek dan subyek yang akan diteliti
terhadap tindakan dan kegiatan di
lapangan terkait dengan
Implementasi
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan

Undang-Undang

Konsumen  atas
Peredaran Produk Pangan Tanpa
ljin Edar (TIE) Oleh Badan POM
RI di Kota Pontianak.

2. Wawancara. Wawancara adaah
percakapan dengan maksud

tertentu. Percakapan itu dilakukan

oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviwer) yang mengajukan

pertanyaan dan wawancara

(interviewee) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan @ itu

(Moleong, 2006:186).

Dalam melaksanakan penelitian ini,
penelitit  mempergunakan tiga dat
pengumpulan data yaitu :

1. Redoman Observasi

Dalam penditian ini  pendliti

menggunakan Chek _List vyaitu

dimana. peneliti mencatat . hasil
observasi's, penditi menggunakan
pancaindra peneliti.dan alat tulis.

2. Pedoman Wawancara

Peneliti menggunakan serangkaian

daftar pertanyaan yang berisikan

pokok-pokok permasal ahan.
3. Dokumentasi.
Langkah ini dilakukan dengan

mengumpulkan  data-data yang
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berkaitan dengan masalah yang
diteliti seperti arsip-arsip, fotocopy,
foto, catatan resmi dan bahan-
bahan literatur pendukung lainnya.
Dalam pendlitian kualitatif, data
diperoleh dari berbagai sumber, dengan
menggunakan teknik pengumpulan data
yang bermacam-macam (triangulasi), dan
dilakukan=secara terus menerus sampai
datanya jenuh.®. Menurut  Sugiyono
(2011:245) kualitatif
dilakukan sgjaks sebelum®. memasuki

andisis “xdata

lapangan, selama dilgpangan dan, setelah
selesai dilapangan .

Andisis data yanig digunakan
dalam penélitian ini adalah®menggunakan
analisis model interaktif yangsterdiri dari
tiga komponen yaitu:

a. Reduks data (meringkas data)
Data yang berhasil dikumpulkan
melalui observas dan wawancara
dilakukan pemisahan, dipilih hal-
hal yang pokok dan lebih
difokuskan . pada hal-hal yang
berkaitan dengan masalah yang
diteliti.

b. Display.data(penyajian data)
Data yang sudah dipilah-pilah
untuk segera diolah sehingga dapat
dengan mudah ditafsirkan untuk
melengkapi pada tahap penarikan
kesimpulan.

c. Veifikas hasil observas dan

wawancara.
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Tahap ini  adaah merupakan
langkah ketiga dalam analisis data

kualitatif. Kesimpulan yang
diambil adalah kesimpulan yang
didukung oleh kondisi-kondisi

yang kuat dan relevan dengan
masal ah yang diteliti.

Pada penditian ini, penuks
menggunakan triangulasi untuk™ menguji
keabsahan data.  Daam
(2007:330) triangulasi adalah teknik
keabsahan " data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam

Moleong

pemeriksaan

penelitian ini, triangulas yang digunakan

adalah triangulas sumber.

D." HASIL. DAN PEMBAHASAN

Peran Balai Besar Pengawas Obat dan
Makahan K ota Pontianak

Bala Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Pontianak- merupakan Unit
Pelaksana Teknis Badan-Pengawas Obat
dan MakananRepublik Indonesia. BPOM
adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non
(LPNK)
mengawasi peredaran obat, obat tradisional,
kesehatan, kosmetik, dan
makanan di wilayah Indonesia.

Bala Besar POM di Pontianak
adalah Bala Besar Pengawas Obat dan
Makanan tipe B yang berfungsi sebagai
Unit Pelaksana Teknis Badan POM

Kementrian yang _ bertugas

suplemen

Muhammad Taqyuddin, NIM.E01112059
Program Studi llmu Administrasi Negara FISIP UNTAN

http://jur mafis.untan.ac.id

berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM
Rl Nomor 14 tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan.
Implementasi Kebijakan Perlindungan
Konsumen
1Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan
kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-
tujuan kebijakan merupakan sebagai tolak
ukur ataupuns pedoman pelaksanaan di
dalam sebuah kebijakan publik yang telah
dibuat. Kemana arah dan maksud " dari
sebuah® kebijakan yang akan di
implementasikan tergantung~pada ukuran-
ukuran dasar dan tujuan-tujuan:-Kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian | di
lapangan dapat digambarkan, bahwa agen
pelaksana kebijakan  Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999
Perlindungan Konsumen telah memahami
kebijakan j tersebut,
walaupun agen pelaksana hanya sebatas

tentang

is tujuan dari

memahami isi' tujuan kebijakan tersebut,
tetapi setidaknya mereka sudah mengerti
apa yang_menjadi~tujuan dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
2. Sumber-sumber kebijakan
Suatu keberhasilan proses
implementasi kebijakan sangat tergantung
dari kemampuan memanfaatkan sumber-
sumber kebijakan yang telah tersedia
8
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Adapun sumber-sumber kebijakan terdiri
dari; Sumber Daya Manusia, Sumber Daya
Anggaran, dan Sumber Daya Peral atan.
Berdasarkan hasil penelitian Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota
Pontianak berkaitan dengan ketersediaan
sumber daya manusia masih mengalami
kekurangan, namun berkaitan dengan
ketersediaan sumber daya anggaran dan
peralatan tidak mengalami permasalahan,
karena sudah tersedia sesuai. dengan
keperluan daripada pelaksanaan kebijakan
perlindungan konsumen.
3. Karakteristik badan-badan pelaksana
Menurut Van Meter dan Van Horn

(dalam Winarno 2014;166)
mengungkapkan  bahwa, di  dalam
membahas... karakteristik  badan-badan

pelaksana maka tidak lepas dari struktur
birokrasi. Struktur birokrasi diartikan
sebagal karakteristik-karakteristik, norma-
norma ‘dan pola-pola huubungan  yang
terjadi berulang-ulang dalam badan-badan
yang mempunyai hubungan-baik potensial
ataupun nyata. dengan apa -yang dimiliki
dengan menjalankan sebuah kebijakan.
Berdasarkan hasil pendlitian yang
dilakukan oleh Penulis, maka dapat
digambarkan bahwa karakteristik badan-
badan pelaksana di dalam
mengimplementasikan ~ Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999
Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak

sudah cukup berjalan dengan baik. Hal-hal

Tentang
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yang berkaitan dengan penyebaran
tanggungjawab sudah dilaksanakan dengan
baik, mula dai sding melakukan
koordinas antara pihak satu dengan pihak
yang lannya di dadam meakukan
pengawasan terhadap peredaran produk
pangan tanpa ijin edar olenh Balai POM di
K ota Pontianak.

Daam hal ini peran komunikasi
yang bak sangat, diperlukan terhadap
penyampaian informasl ‘tentang isi maksud
dan tujuan kebijakan kepada.setiap agen
pelaksana yang terlibat.

Berdasarkan hasi penelitian
menunjukkan bahwa, komunikas antar
organisasi dalam implementass Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak
sudah berjdan dengan bak, namun
komunikas yang terjain antara organisasi
kepada masyarakat masih  (belum
sepenuhnya maksimal. Karena komunikasi
kepada masyarakat yang sebagai target
goup daam._ kebijakan tersebut belum
sepenuhnyafidilakukan oleh para agen
pelaksana kebijakan, dimana masih ada
masyarakat__yang™ belum  mengetahui
tentang is, maksud dan tujuan dari
kebijakan tersebut.

4. Kecenderungan Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan
dari setiap agen pelaksana terhadap sebuah
kebijakan akan dapat mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan dari sebuah

9
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implementasi  kebijakan. Adanya sikap
penerimaan terhadap sebuah kebijakan dari
agen pelaksana dapat dilihat sgauh mana
tingkat pemahaman dan kesadaran dari
agen pelaksana untuk tetap melaksanakan
sebuah kebijakan dengan sepenuh hati.

Sikap atau kecenderungan dari agen
pelaksana mencangkup 3 ha penting;
yaitu: (a) respons agen pelaksana terhadap
kebijakan, (b) pengetahuan (cognition),
(c) intensitas dispesisi implementor.

a) Respon agen pelaksana terhadap

kebijakan.

Respon agen pel aksana
terhadap kebijakan dapat dilihat dari
sejauh mana para agen pelaksana mau
untuk - tetap melaksanakan sebuah
kebijakan dengan bersungguh-
sungguh atau bahkan melaksanakan
kebijakan tersebut hanya sekedarnya
sga

Berdasarkan hasil penelitian
berkaitan  dengan- respon agen
pel aksana terhadap kebijakan.Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan, Konsumen di Kota
Pontianak sudah menunjukkan respon
yang cukup baik.

Hal tersebut dapat terlihat dari
sikap yang menunjukkan sebuah
kesungguhan dari para agen pelaksana
d dadam menjalankan kebijakan
tersebut dengan sebuah kepedulian
untuk meningkatkan sistem
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pengawasan dengan cara menjain
kerjasama dengan berbaga pihak dan
selalu memberikan sosialisasi kepada
masyarakat tentang arti penting teliti
sebelum membeli.

b) Pengetahuan (cognition).

Pengetahuan yang di maksud
adalah pemahaman dan pendalaman
(comprehension and understanding)
terhadap sebuah kebijakan.
Pemahaman terhadap sebuah
kebijakanstentu dipengaruhi dengan
adanya pengetahuan terhadap, sebuah
kebijakan.

Berdasarkan haSil penelitian,
maka dapat digambarkan bahwa
tingkat pengetahuan, pemahaman dan
pendalaman dari para agen pelaksana
terhadap Undang-undang Nomaor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen sudah baik. Hal tersebut
dapat. dilihat dari pemahaman para
agen pelaksana terhadap;” ukuran-
ukuran dasar. dan tujuan‘tujuan dari
kebijakan.

c) Intensitas disposisi'implementor.

| ntensitas disposisi
implementor pada kecenderungan-
kecenderungan pelaksana  akan
mempengaruhi  kinerja  kebijakan.
Dadam ha ini intensitas disposis
implementor merupakan sejauh mana

dari para agen pelaksana mampu
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untuk melakukan kontrol terhadap
pel aksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Penulis dapat
digambarkan bahwa, intensitas
disposisi implementor  terhadap
pelaksanaan  kebijakan  Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen=“di Kota
Pontianak dapat .~dikatakan sudah
begitu baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari
kegiatan pelaksanaan Sidak (inspeksi
mendadak) dalam bentuk pengawasan
terhadap peredaran produk makanan
dan obattobatan yang dilakukan; oleh
personil_ dari Lembaga Baa Besar
Pengawas Obat dan Makanan
(BBPOM) Kota Pontianak bersama
Lembaga Pemberdayaan Konsumen
dan Lingkungan (LPKL) Kaimantan
Barat dan bersama lembaga-lembaga
lainnya untuk melakukan pengawasan
rutin di"setiap tahunnya:

5. Kondisi-kondis sosia, ekenomi,, dan
politik
Kondisi-kondisi™=ekonomi, sosidl,
dan politik adalah merupakan kondis
lingkungan yang dapat mendukung
terhadap  keberhasilan  implementasi
sebuah kebijakan publik.
a. Kondisi lingkungan ekonomi.
Kondis lingkungan ekonomi

merupakan kondisi ekonomi yang di

Muhammad Taqyuddin, NIM.E01112059
Program Studi llmu Administrasi Negara FISIP UNTAN

http://jur mafis.untan.ac.id

alami oleh masyarakat dan sgauh
mana  kondis ekonomi pada
masyarakat tersebut mempengaruhi
terhadap sebuah
kebijakan publik.
Berdasarkan hasil penelitian

implementasi

berkaitan dengan kondisi lingkungan
ekonomi masyarakat dalam
implementasi Undang-Undang Nomor
8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen di “Kota Pontianak
menunjukkans bahwa, masih terjadi
kecenderungan dari kondisi ‘ekonomi
masyarakat yang bertentangan dengan
isiy; maksud dan tujuan-@ari kebijakan
tersebut.

Dimana sdah satu® penyebab
hal tersebut bertentangan adaah
bahwa di kalangan masyarakat yang
sebagal pelaku usaha masih sgatetap
menjua produk pangan tanpa ijin edar
oleh Badan POM dengan harga murah,
sehingga banyak diminati oleh
konsumen.

b, Kondisi lingkungan sosial.

Kondis lingkungan sosia
adalah __suatukondis sosial yang
dialami oleh masyarakat dan segjauh
mana pengaruh kondisi sosiad pada
masyarakat tersebut mempengaruhi
implementasi sebuah kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa kondisi
lingkungan sosid di  masyarakat
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sangat bertentangan dengan g,
maksud dan tujuan yang sudah
tercantum di dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Hal tersebut dilihat dari faktor
kebiasaan yang ada pada masyarakat
di daam mengkonsumsi produk
pangan yang tidak memiliki 1jin edar
oleh Badan POM ,RI. Dalam konteks
ini telah terjadi kecenderungan  dari
kondisi » sosial - masyarakat yang
bertentangan dengan isi, maksud, dan
tuj uan kebijakan.

c. Kondisi lingkungsn politik.

Kondisi lingkungan politik
adalah-merupakan kondis politik yang
terjadi.. di lingkungan masyarakat.
Dimana sgjauh mana kondisi politik
masyarakat tersebut mempunyai andil
besar di dalam mendukung sebuah
kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan- hasil penelitian
yang ‘i dilakukan «=eleh _ Penulis
menunjukkan bahwa (kondisi, politik
yang ada pada masyarakat di dalam
melihat Undang-Undang_Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen masih bak-baik sga dan
bahkan mereka sangat mendukung
terhadap kebijakan tersebut. Hal ini
dapat dilihat dari banyaknya pelaku
usaha sekarang lebih mengedepankan
kualitas dan kuantitas terhadap produk
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yang akan mereka jual kepada
masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian

dan_pembahasan pada bagian sebelumnya,
dapat ditarik kesimpulan sebagal berrikut:
1. Ukuran-ukuram.dasar dan tujuan-tujuan

kebijakan.

Berdasarkan ukuran-ukuran dan
tujuan-tujuan Kebijakan terkait,dengan
implementasi Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang™ Perlindungan
Konsumen menunjukkanbahwa, setigp
agen pelaksana sudah menefapkan dan
menjadikan ukuran dan tujuan di dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang  Perlindungan  Konsumen
sebagai patokan atau pedoman dari
agen pelaksana di dalam melakSanakan
tugas pokok dan fungsinya.

. Sumber-sumber kebijakan.

Berdasarkan sumber-sumber
kebijakan di dalam Implementasi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang  Perlindungan  Konsumen
menunjukkan bahwa, ada
permasalahan yang dihadapi terhadap
tersedianya sumber-sumber kebijakan.
Dimana ketersediaan sumber daya
manusia yang dimiliki oleh Lembaga
Baa Besar Pengawas Obat dan
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Makanan (BBPOM) Kota Pontianak
Pemberdayaan
Lingkungan

dan Lembaga
Konsumen dan
Kaimantan Barat masih mengaami

kekurangan.

. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana.

Karakteristik badan pelaksana di
dalam Implementass Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999° tentang
Perlindungan Konsumen di Kota
Pontianak sudah berjalan dengan baik.
Ha tersebut dapat terlihat  dari
Lembaga Balail.besar Pengawas Obat
dan Makanan (BBPOM) Kota
Pontianak di dalam menjalankan
tugasnyayang sudah memiliki Standar
Operasiona Prosedur (SOP) dan' hal
tersebut. juga dapat dilihat dari
penyebaran tanggungjawab yang sudah
dilaksanakan dengan baik. Dimana
Lembaga Balai Besar Pengawas Obat
dan| Makanan (BBPOM) . Kota
Pontianak sudah menjalin kerjasama
dan koordinas yang-baik. dengan
berbagai pihak yang terlibat di .dalam
melakukan ‘i pengawasan  terhadap
peredaran obat dan“makanan di Kota
Pontianak.

. Komunikasi Antar Organisasi dan
K egiatan-K egiatan Pelaksana.

Komunikasi antar organisasi dan
kegiatan-kegiatan pelaksana di dalam
implementasi Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
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Konsumen di Kota Pontianak sudah
berjalan dengan baik. Ha tersebut
terlihat dari Lembaga Bala Besar
Pengawas Obat dan  Makanan
(BBPOM) Kota Pontianak yang sudah
menjalin koordinasi yang baik dengan
berbagai pihak lembaga yang ikut
terlibat  di dalam melakukan
pengawasan terhadap peredaran obat
dan makanan. yang ada di Kota
Pontianak.

. Kecenderungan Pel aksana:

Sikap atau kecenderungan
pelaksana mencangkup 3 hal penting,
yaitu berkaitan dengan™ respon agen
pelaksana terhadap kebijakan, yang
menunjukkan  bahwa padi  dalam
implementasi Undang-undang Nomor
8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen di Kota Pontianak respon
yang diberikan oleh lembaga yang ikut
terlibat di daam  menjaankan
kebijakan tersebut sudah cukup baik.

Berikutnya  berkaitan  dengan
pengetahuan atau pemahaman yang
dimiliki oleh agen pelaksana terhadap
sebuah___kebijakan, bahwa agen
pelaksana sudah memahami dengan
baik tentang isi, maksud dan tujuan
dari kebijakan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Dan vyang terakhir
berkaitan dengan intensitas disposisi
implementor dalam  implementasi
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen di
Kota Pontianak sudah menunjukkan
bahwa sistem  ataupun  bentuk
pengawasan yang sudah dilakukan oleh
Lembaga Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan (BBPOM) Kota
Pontianak bersama lembaga lainnya
sudah cukup baik.

6. Kondisi-kondis ekenomi, sosial, dan
politik.

Dalam implementass Undang-
Undang Nomor;.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen di Kota
Pontianak  menggambarkan “: bahwa
kondis = ekonomi, sosid ;pada
masyarakat masih memiliki
kecenderungan untuk bertolak
belakang terhadap isi, maksud dan
tujuan yang sudah tertera di dalam
Undang-Undang tentang Perlindungan
Konsumen. Sehingga mash ada
masyarakat (pelaku usaha) yang masih
tetap menjual produk-pangan tanpa ijin
edar oleh Badan POM RI¥ Namun jika
dilihat dari’s kondisi politik pada
masyarakat sampal Saat.ini_ masih baik-
baik sgja.

F. SARAN
Adapun saran dari penéitian ini,
yaitu sebagal berikut:
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Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-
tujuan kebijakan.

Sudah seharusnya bagi para agen
pelaksana untuk bisa memahami,
menaati, mematuhi, dan yang lebih
terpenting adaah  melaksanakan
dengan seoptimal mungkin kebijakan
tersebut, agar kedepannya dapat
menciptakan kesadaran bagi setiap
pelaku usaha. tentang pentingnya
menjamin  hak @aas kenyamanan,
keamanan; @dan keselamatan bagi
konsumen.

Sumber-sumber kebijakan.

Seharusnya diperlukan pengadaan
atau perekrutan pegawa khususnya
staf di bagian Pemerikstan Badai
Besar Pengawas Obat dan Makanan
(BBPOM) Kota Pontianak, serta perlu
diadakan juga perekrutan pegawai
khusus untuk di Lembaga
Pemberdayaan Konsumen dan
Lingkungan Kalimantan Baret. Selain
itu,” sudah seharusnya ;pemerintah
daerah untuk meningkatkan
kepeduliannya terhadap Lembaga
Pemberdayaan Konsumen dan
Lingkungan Kalimantan Barat
berkaitan dengan pemeberian dana
guna untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi dari lembaga tersebut.
Karakteristik Badan-Badan Pelaksana.

Perlunya agen pelaksana dari
Baa Besar Pengawas Obat dan
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Makanan (BBPOM) Kota Pontianak di
daam menjadankan tugasnya secara
efektif dan efisien, serta harus sesuai
dengan SOP yang sudah ada. Sehingga
di daam menjalankan tugasnya agen
pelaksana tersebut sudah mempunyai
prosedur kerja yang harus ditaati dan
dilaksanakan dengan baik.

4. Komunikass Antar OrganiSas dan

K egiatan-K egiatan Pelaksana.

Perlunya= dari Lembaga Bala
Besar Pengawas Obat dan Makanan
(BBPOM) Kota, Pontianak untuk: lebih
meningkatkan lagi sistem komunikasi
berupa sosidisasi kepada masyarakat
yang berkaitan dengan isi, maksud dan
tujan ‘dari Undang-Undang Nomor 8
Tahun=.1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, agar kedepannya konsumen
maupun pelaku usaha sudah mengerti
dan. memahami tentang isi, maksud
tujuan dari Undang-Undang Tentang
Perlindungan Konsumen.

5. Kecenderungan Pelaksana

Sikap. dari agen -pelaksana di
dalam menjalankan sebuah kebiajakan
harus ditingkatkan ‘menjadi_lebih baik
lagi. Dimana agen pelaksana harus
mempunyai
pelaksanaan sebuah kebijakan atau
pelaksanaan dari tugas pokok dan

pandangan bahwa

fungs dari masing-masing agen
pel aksana merupakan sebuah kewajiban

yang harus dilaksanakan.
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6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan
politik.

Dalam konteks ini seharusnya
pemerintah harus bisa memberikan
sanks yang tegas bagi setiap pelaku
usaha yang sudah melanggar Undang-
Undang  Perlindungan  Konsumen

dengan masih sgja tetap menjual produk
pangantanpa ijin edar oleh Badan POM
di Kota Pontianak.

Khususnya bagi. pelaku usaha,
sudah seharusnya mereka menjud
produk pangan yang menjaminthak atas
kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan bagi konstimen. Pelaku
usaha sudah seharusnya menjual produk
pangan yang sesuai dengan’ ketentuan
dari Badan POM dan untuk konsumen
seharusnya lebih teliti sebelum membeli

produk pangan yang akan dikonsumsi.
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